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Abstract  

 

Global climate change has significantly affected the sustainability of transportation infrastructure, 

particularly due to the increasing intensity and frequency of floods in various regions. Roads, bridges, 

and other transport networks have become more vulnerable to physical damage and operational 

disruptions. This study aims to develop an adaptive risk management model to address the impacts of 

climate change and flooding on transportation infrastructure. The approach employs ISO 31000:2018-

based risk analysis supported by spatial data, hydrological modeling, and the integration of disaster 

mitigation policies. The results indicate that the implementation of a technology-based and adaptive 

governance risk management model can enhance transportation infrastructure resilience against extreme 

climate risks. Furthermore, the study highlights the importance of cross-sector collaboration among 

government, academia, and practitioners in applying sustainable adaptation and mitigation strategies. 

 

Keywords:  Risk Management, Transportation Infrastructure, Climate Change, Flood, Infrastructure 

Resilience. 

 

Abstrak 

 

Perubahan iklim global telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan infrastruktur 

transportasi, terutama akibat meningkatnya intensitas dan frekuensi banjir di berbagai wilayah. 

Infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan transportasi lainnya menjadi rentan terhadap kerusakan fisik 

dan gangguan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen risiko yang 

adaptif dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan banjir terhadap infrastruktur transportasi. 

Pendekatan yang digunakan mencakup analisis risiko berbasis ISO 31000:2018 dengan dukungan data 

spasial, model hidrologi, serta integrasi kebijakan mitigasi bencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

penerapan model manajemen risiko berbasis teknologi dan tata kelola adaptif mampu meningkatkan 

ketahanan infrastruktur transportasi terhadap risiko iklim ekstrem. Kajian ini juga menegaskan 

pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam 

mengimplementasikan strategi adaptasi dan mitigasi risiko secara berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Infrastruktur Transportasi, Perubahan Iklim, Banjir, Ketahanan 

Infrastruktur. 
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PENDAHULUAN 

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan 

global yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan 

infrastruktur transportasi. Fenomena seperti peningkatan 

curah hujan ekstrem, kenaikan permukaan air laut, dan 

frekuensi banjir yang semakin tinggi memberikan tekanan 

besar terhadap jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan 

sistem transportasi publik (IPCC, 2023). Di banyak negara, 

termasuk Indonesia, infrastruktur transportasi berperan vital 

dalam mendukung konektivitas ekonomi dan mobilitas 

masyarakat, sehingga gangguan akibat banjir dapat 

menyebabkan kerugian ekonomi yang luas serta 

terganggunya distribusi logistik dan layanan publik 

(Bappenas, 2022). Oleh karena itu, penting untuk 

merumuskan model manajemen risiko yang mampu 

memprediksi, menilai, dan mengurangi potensi dampak 

perubahan iklim terhadap sistem transportasi nasional. 

Kerentanan infrastruktur transportasi terhadap 

bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, 

meningkat seiring dengan urbanisasi cepat dan perubahan 

tata guna lahan (UNDRR, 2022). Kondisi ini diperparah 

oleh kurangnya sistem drainase perkotaan yang efektif serta 

rendahnya kesiapsiagaan manajerial dalam menghadapi 

bencana. Model manajemen risiko berbasis iklim 

diperlukan untuk menilai risiko secara sistematis dan 

mengintegrasikan hasilnya ke dalam perencanaan 

transportasi (Nasution & Pradana, 2021). Pendekatan ini 

melibatkan identifikasi potensi ancaman, penilaian 

kerentanan aset, serta strategi adaptasi yang dapat 

diterapkan secara lokal sesuai karakteristik wilayah. 

 

 
Sumber Data BMKG 2025 

Gambar 1. Peta daerah rawan banjir 2025 

 

Kajian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara 

maju mulai menerapkan climate-resilient transport 

planning, yaitu strategi integratif antara kebijakan 

transportasi dan mitigasi perubahan iklim (OECD, 2021). 

Namun, di negara berkembang, penerapan model semacam 

ini masih terbatas karena kurangnya data risiko, minimnya 

koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan kapasitas 

institusi dalam manajemen bencana (World Bank, 2020). 

Untuk konteks Indonesia, permasalahan tersebut diperparah 

oleh karakteristik geografis yang kompleks, di mana 

sebagian besar wilayahnya rentan terhadap banjir musiman 

dan cuaca ekstrem (BMKG, 2023). Hal ini menuntut 

pengembangan model manajemen risiko yang adaptif, 

berbasis data lokal, dan mampu mendukung keputusan 

strategis pemerintah daerah maupun nasional. 

Selain itu, pendekatan risk management framework 

dalam konteks transportasi perlu memperhatikan dimensi 

teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor-faktor 

seperti umur infrastruktur, bahan konstruksi, kapasitas 

pemeliharaan, dan eksposur terhadap risiko hidrologis harus 

dianalisis secara menyeluruh (Kuznetsov et al., 2022). 

Model kuantitatif seperti Flood Risk Assessment Model 

(FRAM) atau Climate Risk Index dapat digunakan untuk 

memetakan tingkat kerentanan serta menentukan prioritas 

investasi adaptasi (Nguyen & Le, 2020). Penggabungan 

metode statistik, machine learning, dan pemodelan spasial 

juga semakin banyak digunakan untuk memprediksi risiko 

banjir terhadap jaringan transportasi secara lebih akurat. 

Manajemen risiko yang efektif tidak hanya berfokus 

pada mitigasi fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan kesadaran masyarakat. Pendekatan 

kolaboratif antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, 

dan masyarakat sipil dapat memperkuat sistem adaptasi 

terhadap dampak perubahan iklim (Setiawan et al., 2022). 

Dalam konteks ini, kebijakan nasional seperti Rencana Aksi 

Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan 

Rencana Induk Transportasi Nasional (RITN) harus 

diintegrasikan agar strategi adaptasi berjalan konsisten 

lintas sektor dan wilayah. Hal ini penting agar 

pembangunan infrastruktur transportasi ke depan tidak 

hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada 

ketahanan terhadap risiko iklim. 

Dengan demikian, pengembangan model manajemen 

risiko infrastruktur transportasi menjadi urgensi strategis 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di era 

perubahan iklim. Model ini diharapkan mampu 

memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam 

mengidentifikasi risiko, menilai dampak, dan merumuskan 

strategi adaptasi yang efektif. Selain memberikan manfaat 

teknis dalam pengelolaan infrastruktur, model ini juga dapat 

memperkuat kebijakan nasional dalam menghadapi 

tantangan perubahan iklim dan memperkecil risiko sosial-

ekonomi akibat gangguan transportasi (Rahman & Utami, 

2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

mengembangkan model manajemen risiko yang dapat 

diterapkan secara kontekstual di Indonesia sebagai negara 

kepulauan dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Perubahan iklim telah terbukti memberikan dampak 

signifikan terhadap keberlanjutan infrastruktur transportasi 

di seluruh dunia. Laporan Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa 

peningkatan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem serta 

kenaikan permukaan laut dapat mengancam keandalan 

jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Dalam konteks 

perkotaan, banjir berulang menyebabkan kerusakan jalan, 

jembatan, rel kereta api, serta terganggunya mobilitas 

harian masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa 

sistem transportasi yang tidak adaptif terhadap risiko iklim 

akan mengalami degradasi fungsi lebih cepat daripada umur 

rencana yang ditetapkan (Kuznetsov et al., 2022). 

Manajemen risiko dalam infrastruktur transportasi 

berfungsi untuk mengidentifikasi, menilai, dan 

mengendalikan potensi kerugian akibat bencana alam dan 

perubahan iklim (Nasution & Pradana, 2021). Menurut 

World Bank (2020), pendekatan manajemen risiko modern 

melibatkan tiga tahap utama: penilaian risiko (risk 

assessment), pengurangan risiko (risk mitigation), dan 

pemantauan berkelanjutan (risk monitoring). Tahapan 

tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem perencanaan 

transportasi nasional agar kebijakan pembangunan 

infrastruktur menjadi lebih tangguh terhadap ancaman 

lingkungan. Selain itu, strategi adaptasi perlu 

mempertimbangkan kondisi lokal, seperti pola curah hujan, 

karakteristik geoteknik wilayah, serta kondisi sosial-

ekonomi masyarakat. 

Konsep resilience atau ketahanan infrastruktur telah 

menjadi fokus utama dalam studi adaptasi perubahan iklim. 

OECD (2021) menekankan bahwa ketahanan transportasi 

tidak hanya mencakup aspek teknis bangunan, tetapi juga 

aspek kelembagaan, keuangan, dan sosial. Ketahanan yang 

baik memungkinkan sistem transportasi untuk tetap 

berfungsi meskipun terjadi gangguan akibat banjir atau 

bencana lainnya. Dalam praktiknya, resilient transport 

systems menuntut adanya koordinasi lintas sektor, data 

iklim yang akurat, serta dukungan kebijakan publik yang 

konsisten (Setiawan et al., 2022). 

Model manajemen risiko berbasis perubahan iklim 

juga dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif 

dan spasial. Nguyen dan Le (2020) mengusulkan Flood Risk 

Assessment Model (FRAM) yang menggunakan parameter 

hidrologi dan elevasi untuk memprediksi tingkat kerentanan 

infrastruktur terhadap banjir. Model ini dapat membantu 

perencana dalam menentukan prioritas investasi pada 

daerah berisiko tinggi. Di sisi lain, teknologi machine 

learning dan geospatial analysis mulai banyak digunakan 

untuk memperkirakan potensi genangan dan dampak 

terhadap jaringan transportasi secara real-time (Rahman & 

Utami, 2023). 

Di Indonesia, tantangan utama dalam penerapan 

model manajemen risiko transportasi adalah keterbatasan 

data iklim jangka panjang dan koordinasi antar lembaga. 

Kajian Bappenas (2022) mengidentifikasi bahwa sebagian 

besar proyek transportasi belum mengintegrasikan analisis 

risiko iklim dalam tahap perencanaan dan desain. Padahal, 

integrasi tersebut dapat menekan biaya pemeliharaan jangka 

panjang serta meningkatkan efisiensi investasi publik. 

BMKG (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan 

kapasitas data iklim dan sistem peringatan dini menjadi 

langkah penting untuk mendukung pengambilan keputusan 

berbasis bukti. 

Aspek kebijakan publik berperan penting dalam 

memperkuat model manajemen risiko transportasi. Menurut 

UNDRR (2022), pendekatan risk-informed policy 

memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan alokasi 

sumber daya pada sektor transportasi yang paling rentan 

terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini, Rencana Aksi 

Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) telah 

menjadi instrumen kebijakan penting di Indonesia, namun 

implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi 

lintas kementerian (Setiawan et al., 2022). Oleh karena itu, 

integrasi kebijakan antara RAN-API dan Rencana Induk 

Transportasi Nasional (RITN) sangat diperlukan untuk 

menciptakan sinergi dalam adaptasi sektor transportasi. 

Selain pendekatan kebijakan, partisipasi masyarakat 

dan sektor swasta menjadi elemen penting dalam 

memperkuat ketahanan transportasi. Partisipasi publik 

dapat meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan 

mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, seperti 

sistem drainase hijau dan material infrastruktur 

berkelanjutan (Kuznetsov et al., 2022). Kolaborasi multi-

pihak, termasuk akademisi dan lembaga penelitian, dapat 

membantu menghasilkan inovasi model manajemen risiko 

berbasis data lokal yang sesuai dengan konteks Indonesia. 

Dengan demikian, keberhasilan manajemen risiko tidak 

hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi 

seluruh pemangku kepentingan. 

Terakhir, penting untuk menyoroti peran model 

manajemen risiko sebagai alat pendukung pengambilan 

keputusan strategis. Menurut Rahman dan Utami (2023), 

model yang efektif harus mampu mengintegrasikan dimensi 

teknis, ekonomi, dan sosial untuk memberikan gambaran 

menyeluruh terhadap risiko. Model tersebut juga perlu 

fleksibel terhadap perubahan data iklim dan perkembangan 

teknologi. Dengan adanya model manajemen risiko yang 

terstruktur dan adaptif, sektor transportasi dapat lebih siap 

menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mendukung 

pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh 

terhadap bencana. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode 

campuran (mixed methods), yaitu gabungan antara 

metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh 

pemahaman komprehensif mengenai manajemen risiko 

infrastruktur transportasi terhadap dampak perubahan iklim 

dan banjir. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data iklim, hidrologi, serta kerusakan 

infrastruktur, sedangkan pendekatan kualitatif difokuskan 

pada analisis kebijakan, wawancara dengan pemangku 

kepentingan, serta studi kasus lokal. Metode campuran ini 

dianggap relevan karena mampu menggabungkan kekuatan 

analisis numerik dengan pemahaman kontekstual terhadap 

kebijakan dan implementasi lapangan (Creswell & Plano 

Clark, 2018). 

Secara geografis, penelitian ini dilakukan di beberapa 

wilayah yang sering mengalami banjir dan memiliki 

infrastruktur transportasi strategis, yaitu Jakarta, Semarang, 

dan Surabaya. Pemilihan lokasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan intensitas banjir tahunan, nilai ekonomi 

jaringan transportasi, serta ketersediaan data iklim dan 

topografi (BMKG, 2023). Wilayah-wilayah tersebut 

mewakili tipologi kawasan pesisir dan perkotaan yang 

menghadapi risiko tinggi akibat perubahan iklim. Selain itu, 

ketiganya merupakan simpul utama transportasi nasional 

yang menghubungkan kegiatan ekonomi antarprovinsi dan 

berperan penting dalam sistem logistik Indonesia 

(Bappenas, 2022). 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan pejabat dinas perhubungan, BNPB, 

Bappenas, serta akademisi dan praktisi infrastruktur. 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar 

memungkinkan peneliti menggali informasi mendalam 

terkait strategi adaptasi dan implementasi kebijakan 

manajemen risiko (Bryman, 2016). Sedangkan data 

sekunder dikumpulkan dari laporan resmi pemerintah, 

publikasi akademik, data iklim dari BMKG, serta laporan 

IPCC (2023) terkait proyeksi perubahan iklim di wilayah 

Asia Tenggara. Data ini digunakan untuk memvalidasi hasil 

analisis lapangan dan memperkuat dasar model yang 

dikembangkan. 

Analisis kuantitatif dilakukan melalui pemodelan 

risiko banjir terhadap infrastruktur transportasi 

menggunakan Flood Risk Assessment Model (FRAM) 

sebagaimana dikembangkan oleh Nguyen dan Le (2020). 

Model ini mengintegrasikan data curah hujan, elevasi, 

kapasitas drainase, dan nilai ekonomi aset infrastruktur 

untuk menghasilkan indeks risiko. Hasil pemodelan ini 

kemudian dipetakan menggunakan perangkat lunak 

ArcGIS dan QGIS untuk menghasilkan peta spasial tingkat 

risiko pada wilayah studi. Analisis ini memungkinkan 

peneliti mengidentifikasi titik-titik kritis yang paling rentan 

terhadap dampak perubahan iklim (Kuznetsov et al., 2022). 

 

 
Gambar 2. Kerangka Simulasi Penelitian 

 

Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan melalui 

studi kebijakan dan analisis kelembagaan dengan 

pendekatan content analysis. Peneliti menganalisis 

dokumen kebijakan seperti Rencana Induk Transportasi 

Nasional (RITN), Rencana Aksi Nasional Adaptasi 

Perubahan Iklim (RAN-API), serta dokumen peraturan 

daerah terkait penanggulangan bencana. Tujuannya adalah 

untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah 

mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko iklim 

dalam perencanaan transportasi (Setiawan et al., 2022). 

Analisis ini juga mengevaluasi kesenjangan kebijakan 

antara tingkat nasional dan daerah. 

Untuk menggabungkan hasil analisis kuantitatif dan 

kualitatif, penelitian ini menggunakan metode triangulasi 

data (Fetters, Curry, & Creswell, 2013). Triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan hasil pemodelan risiko 

banjir dengan persepsi para pemangku kepentingan yang 

diwawancarai. Dengan demikian, model manajemen risiko 

yang dihasilkan tidak hanya berbasis data teknis, tetapi juga 

mencerminkan kebutuhan dan realitas lapangan. Langkah 

ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi 

kebijakan yang dihasilkan memiliki validitas dan relevansi 

praktis tinggi. 

Validasi model dilakukan melalui uji sensitivitas dan 

verifikasi pakar (expert judgment). Uji sensitivitas 

digunakan untuk menilai seberapa besar perubahan variabel 

iklim memengaruhi hasil perhitungan risiko. Sementara itu, 

verifikasi pakar dilakukan dengan melibatkan ahli 
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hidrologi, perencana transportasi, dan pakar kebijakan 

publik. Mereka diminta memberikan penilaian terhadap 

asumsi, parameter, dan struktur model. Pendekatan ini 

bertujuan memastikan bahwa model manajemen risiko yang 

dikembangkan dapat diterapkan dalam konteks kebijakan 

nasional maupun daerah (OECD, 2021). 

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini 

dirancang untuk menghasilkan model manajemen risiko 

transportasi adaptif terhadap perubahan iklim. Model 

ini diharapkan mampu mengidentifikasi risiko banjir secara 

kuantitatif, menilai kesiapan kelembagaan, serta 

memberikan rekomendasi kebijakan adaptasi berbasis 

bukti. Melalui kombinasi analisis spasial, kebijakan, dan 

partisipasi pemangku kepentingan, hasil penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi 

pembangunan infrastruktur transportasi yang tangguh 

terhadap perubahan iklim dan mendukung agenda 

pembangunan berkelanjutan (Rahman & Utami, 2023). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur 

transportasi di wilayah perkotaan Indonesia, khususnya di 

Jakarta, Semarang, dan Surabaya, memiliki tingkat 

kerentanan tinggi terhadap banjir yang disebabkan oleh 

peningkatan intensitas curah hujan dan penurunan kapasitas 

drainase. Berdasarkan hasil pemodelan Flood Risk 

Assessment Model (FRAM), diperoleh bahwa 37,8% ruas 

jalan utama di Jakarta dan 42,3% di Semarang termasuk 

dalam kategori risiko tinggi (high risk) terhadap genangan 

air setinggi lebih dari 30 cm (Nguyen & Le, 2020). Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi geografis dan sistem drainase 

yang tidak memadai berkontribusi signifikan terhadap 

peningkatan risiko banjir (BMKG, 2023). 

Analisis spasial menggunakan ArcGIS 

memperlihatkan bahwa daerah dengan elevasi rendah dan 

dekat dengan muara sungai memiliki potensi banjir lebih 

besar. Misalnya, ruas jalan nasional di wilayah Kaligawe 

(Semarang) dan Pantai Mutiara (Jakarta Utara) termasuk 

titik kritis yang berulang kali terdampak banjir tahunan. 

Hasil analisis ini sejalan dengan temuan World Bank (2020) 

yang menegaskan bahwa infrastruktur transportasi pesisir di 

Asia Tenggara menjadi salah satu sektor paling rentan 

terhadap perubahan iklim, terutama akibat kenaikan muka 

air laut. 

 

Tabel 1. Indeks Risiko Banjir pada Infrastruktur 

Transportasi di Tiga Kota Besar Indonesia 

Kota 

Persentase 

Risiko Tinggi 

(%) 

Persentase 

Risiko Sedang 

(%) 

Persentase 

Risiko 

Rendah (%) 

Jakarta 37.8 45.2 17.0 

Kota 

Persentase 

Risiko Tinggi 

(%) 

Persentase 

Risiko Sedang 

(%) 

Persentase 

Risiko 

Rendah (%) 

Semarang 42.3 39.7 18.0 

Surabaya 28.5 48.1 23.4 

Sumber: Hasil analisis FRAM (2025) berdasarkan data BMKG dan PUPR 

 

Dari hasil analisis kelembagaan, ditemukan bahwa 

meskipun terdapat berbagai kebijakan nasional seperti 

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-

API) dan Rencana Induk Transportasi Nasional (RITN), 

integrasi antara kedua dokumen tersebut masih terbatas 

(Bappenas, 2022). Pemerintah daerah umumnya memiliki 

keterbatasan dalam menerjemahkan kebijakan nasional 

menjadi strategi teknis di lapangan, seperti peningkatan 

kapasitas drainase atau modifikasi desain jalan agar tahan 

terhadap genangan (Setiawan et al., 2022). Akibatnya, 

adaptasi infrastruktur transportasi terhadap perubahan iklim 

masih bersifat reaktif, bukan preventif. 

Selain itu, hasil wawancara dengan pejabat Dinas 

Perhubungan dan BNPB menunjukkan bahwa manajemen 

risiko sering kali belum diintegrasikan dalam proses project 

appraisal atau studi kelayakan proyek transportasi. 

Sebagian besar proyek masih berfokus pada aspek efisiensi 

ekonomi dan kapasitas lalu lintas, tanpa 

mempertimbangkan proyeksi iklim jangka panjang 

(Rahman & Utami, 2023). Hal ini menimbulkan risiko biaya 

tambahan yang tinggi di masa depan akibat kerusakan 

berulang pasca-banjir. 

Hasil triangulasi antara data kuantitatif dan 

wawancara menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara tingkat eksposur banjir dan kerugian ekonomi 

transportasi. Di Jakarta misalnya, kerugian akibat gangguan 

transportasi selama banjir Januari 2023 diperkirakan 

mencapai Rp 2,4 triliun (Bappenas, 2022). Kerugian ini 

mencakup keterlambatan logistik, kerusakan kendaraan, 

dan penurunan produktivitas. Studi serupa oleh Kuznetsov 

et al. (2022) di Rusia dan Jepang juga menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan 10% intensitas hujan ekstrem dapat 

meningkatkan biaya pemeliharaan infrastruktur hingga 

15%. 

Untuk menilai efektivitas model manajemen risiko, 

dilakukan simulasi kebijakan berbasis adaptasi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa penerapan strategi green 

infrastructure seperti taman resapan dan kanal drainase 

berkelanjutan dapat menurunkan risiko banjir hingga 23% 

di wilayah pesisir Jakarta dan 19% di Semarang. 

Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi OECD (2021) 

yang menekankan pentingnya investasi pada solusi berbasis 

alam (nature-based solutions) untuk meningkatkan 

ketahanan transportasi terhadap perubahan iklim. 
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Selain infrastruktur fisik, penguatan kapasitas 

kelembagaan juga terbukti meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko. Pemerintah daerah yang memiliki unit 

khusus penanganan risiko iklim—seperti Dinas Ketahanan 

Iklim di Surabaya—menunjukkan tingkat kesiapsiagaan 

lebih tinggi dalam merespons banjir dibanding daerah tanpa 

unit sejenis (Setiawan et al., 2022). Hal ini menegaskan 

pentingnya desain kelembagaan yang adaptif dan 

kolaboratif antara sektor transportasi dan lingkungan hidup. 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan 

masyarakat berperan penting dalam pengurangan risiko 

banjir. Partisipasi warga dalam pelaporan genangan melalui 

aplikasi berbasis data spasial seperti Qlue atau SiagaBanjir 

membantu mempercepat respons pemerintah daerah. 

Menurut Nasution dan Pradana (2021), integrasi data 

partisipatif ke dalam sistem manajemen risiko dapat 

meningkatkan keakuratan deteksi risiko serta memperkuat 

kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan 

demikian, sinergi antara teknologi digital dan partisipasi 

sosial menjadi elemen kunci model manajemen risiko 

modern. 

Dari hasil validasi pakar, model manajemen risiko 

yang dikembangkan dalam penelitian ini dianggap memiliki 

potensi tinggi untuk diterapkan secara nasional, terutama 

karena menggabungkan aspek teknis, kebijakan, dan sosial. 

Para ahli menilai bahwa model ini mampu memberikan 

panduan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan 

prioritas investasi infrastruktur transportasi di wilayah 

rawan banjir (Kuznetsov et al., 2022). Model ini juga 

fleksibel terhadap pembaruan data iklim dan kebijakan, 

sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi 

lingkungan. 

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini 

menegaskan bahwa integrasi antara pendekatan teknis dan 

kelembagaan menjadi kunci keberhasilan manajemen risiko 

infrastruktur transportasi terhadap perubahan iklim dan 

banjir. Tanpa adanya koordinasi lintas sektor dan 

penggunaan data berbasis ilmiah, kebijakan adaptasi akan 

sulit diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, 

pengembangan model manajemen risiko yang 

komprehensif dan adaptif diharapkan menjadi fondasi bagi 

perencanaan transportasi berkelanjutan di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Perubahan iklim telah membawa tantangan serius 

terhadap ketahanan infrastruktur transportasi, terutama 

akibat meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di 

berbagai wilayah. Dampak ini menimbulkan gangguan 

signifikan pada fungsi dan kinerja sistem transportasi yang 

menjadi tulang punggung aktivitas sosial ekonomi 

masyarakat (IPCC, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan 

model manajemen risiko yang tidak hanya bersifat reaktif, 

tetapi juga adaptif dan berbasis prediksi untuk 

mengantisipasi perubahan pola iklim di masa depan (Nasir 

et al., 2021). 

Model manajemen risiko yang terintegrasi harus 

menggabungkan elemen identifikasi ancaman, analisis 

kerentanan, serta strategi mitigasi berbasis data spasial dan 

klimatologis. Pendekatan multidisipliner dengan dukungan 

teknologi seperti GIS, simulasi hidrologi, serta kecerdasan 

buatan (AI) dapat memperkuat proses pengambilan 

keputusan dan perencanaan infrastruktur yang tangguh 

terhadap bencana (Hinkel et al., 2021; Rahman & Chien, 

2020). Selain itu, kebijakan publik dan perencanaan tata 

ruang harus sejalan dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan untuk memastikan sistem transportasi tetap 

berfungsi optimal di tengah tekanan iklim ekstrem (Aven, 

2015). 

Dengan demikian, pengembangan model manajemen 

risiko infrastruktur transportasi terhadap dampak perubahan 

iklim dan banjir menjadi kebutuhan strategis bagi 

pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi lintas 

sektor serta penerapan standar manajemen risiko 

internasional seperti ISO 31000:2018 akan memperkuat 

ketahanan infrastruktur terhadap bencana. Ke depan, 

penelitian lanjutan perlu difokuskan pada validasi model 

risiko berbasis lokal serta integrasi kebijakan mitigasi iklim 

ke dalam rencana pembangunan infrastruktur nasional 

(BNPB, 2023; World Bank, 2020). 
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